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Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah dan menjadi salah satu aspek penting di dalam kehidupan masyarakat yang mana hal itu juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman dengan ditandai munculnya era globalisasi yang merambah pada dunia bisnis dan perdagangan, dibangunlah tata kota lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang guna memudahkan akses dalam kehidupan sehari-hari. Peran pemerintah daerah yang paling utama yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya terlebih lagi dalam sektor pekerjaan. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar. Pasar diartikan sebagai suatu proses interaksi dan transaksi jual-beli barang, yang dimana ada penjual yang menyediakan barang untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan dan pembeli, adanya kesepakatan antara 
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keduanya dalam menentukan harga sebuah barang maupun jasa dan sama-sama mendapat 
nilai dari adanya transaksi tersebut. Sedangkan, secara umum definisi pasar itu suatu tempat bertemunya pembeli dengan penjual secara langsung dalam melakukan transaksi jual-beli produk barang ataupun jasa.
Manusia, apabila ditinjau dari sisi sejahtera, telah melakukan kegiatan jual-beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual-beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting, selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masayarakat dan menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi di suatu wilayah. Pasar merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis, dan lain-lainnya. Fungsi dan peran tersebut tercermin dalam berbagai hal diantaranya pasar tradisional menjadi indikator nasional terkait pergerakan tingkat kestabilan harga kebutuhan sembilan bahan pokok. 
Pasar diklafikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Sebaliknya berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern adalah tempat-tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), pasar modern juga mempunyai bangunan yang lebih bagus dibandingkan dengan pasar tradisional. Selain itu dalam segi pelayanan pasar modern dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga misalnya hypermarket, pasar swalayan supermarket atau minimarket. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Pasar tradisional menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah, kecil, serta mikro yang sebagian besar merupakan produk hasil pertanian. Meskipun jumlah toko modern semakin meningkat dan tren belanja masyarakat di toko modern juga meningkat, tidak semua produk pertanian dapat dijual di toko-toko modern sehingga keberadaan pasar tradisional sebagai sarana penjualan produk-produk hasil pertanian sangat dibutuhkan. Dengan demikian pasar tradisional memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya, baik dengan memasarkan produknya secara langsung di pasar tradisional maupun melalui perantara pemasok atau agen. Saat ini perlu disadari, bahwa pasar tradisional bukan satu-satunya pusat perdagangan. Semakin banyaknya pusat perdagangan lain seperti pasar modern, baik dalam bentuk minimarket, hypermarket maupun mall yang pada gilirannya dapat membuat pasar tradisional harus mampu bertahan dalam persaingan agar tidak tergilas oleh arus modernisasi. Preferensi berbelanja masyarakat telah berubah dari pasar tradisional ke pusat perbelanjaan dan pasar modern. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh pasar modern. Kenyamanan, keamanan, kecepatan layanan, kualitas barang, kebersihan, kerapian, dan produk yang lengkap dengan harga bersaing adalah contoh keunggulan yang dimiliki oleh pasar modern.
Kabupaten Cirebon memiliki total 30 pasar tradisional yang diantaranya terdapat 9 pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ini pihak pengelola tersebut adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. 9 pasar tradisional Pemerintah Daerah ini tersebar di beberapa wilayah, yang tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam penataan dan pembinaan usaha pasar tradisional tersebut. Salah satunya yaitu Pasar Sumber yang terletak di Jalan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon yang menjadi objek dalam penelitian ini. Permasalahan yang peneliti temui di pasar Sumber yaitu keterbatasan lahan kios, los, atau lemprakan yang mengakibatkan para pedagang berjualan di sekitar pasar bukan di dalam pasar, sehingga menimbulkan kemacetan di jalan sekitar pasar Sumber. Dan para konsumen lebih memilih membeli di area luar pasar karena lebih dekat dengan area parkir.
Untuk menjaga pasar tradisional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan ini bertujuan untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan da toko modern, serta norma-norma keadilan, salin menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antar pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen pemasok, toko modern dan konsumen.
Namun, suatu kebijakan yang baik saja belum bisa dipastikan akan berhasil secara optimal jika tidak adanya tindakan-tindakan mencakup usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan tindakan. Tindakan yang dimaksud yakni implementasi dari kebijakan.
Menurut Ripley dan Franklin (2012:148) berpendapat bahwa implementasi ialah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata. 
Menurut Van Meter dan Van Horn (2012:149) yaitu membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. 
Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang sudah menjadi kewenangan dalam bidang perdagangan, perindustrian dan pengelolaan pasar serta berkoordinasi dengan Kepala Unit Pasar, dalam melaksanakan sebagain tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 
Sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi pasar tradisional dari tekanan pasar modern, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2014 tertulis bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon memegang kendali atas pengelolaan 9 pasar Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga dalam hal ini peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon sangat penting mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai badan  penyelenggara urusan pemerintah khususnya di bidang Pengelolaan Pasar tersebut.
Pendirian pasar tradisional penentuan tata ruang wilayah yang memberikan lokasi yang tepat untuk aktivitas usaha pada gilirannya akan memberikan potensi lebih besar untuk menarik investasi, namun demikian, tata ruang wilayah juga harus memperhatikan pula kondisi ekonomi, budaya maupun sosial masyarakat, pendirian pasar perlunya fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana, Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang teratur. Menunjangnya penataan pasar tradisional diperlukan untuk melaksanakan rencana pola mengembangkan lokasi pasar tradisional yang sudah ada, melalui pertimbangan Jumlah penduduk, lokasi pasar, jumlah pedagang, luas pasar dan pengelola, sarana dan prasarana penunjang sangat diperlukan agar dapat berjalan dengan optimal.
Mengingat pentingnya peran pasar tradisional bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, permasalahan-permasalahan seputar pasar tradisional harus segera diatasi. Untuk menjaga agar pasar tradisional dapat memiliki daya tarik dan bertahan dengan semakin berkembangnya pasar modern, dibutuhkan suatu arahan penataan fisik yang dapat digunakan sebagai arahan perbaikan kondisi pasar tradisional. Arahan penataan fisik pasar tradisional yang dibuat perlu didasarkan pada kebutuhan masyarakat agar dapat lebih tepat sasaran.
Implementasi kebijakan PERDA No. 7 tahun 2014 tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang sudah menjadi kewenangan dalam bidang perdagangan, perindustrian dan pengelolaan pasar serta berkoordinasi dengan Kepala Unit Pasar, dalam melaksanakan Sebagian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Implementasi kebijakan penataan pedagang pasar belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena dalam kondisi nyata khususnya pada pasar tradisional Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang terjadi di lapangan antara lain, yakni sebagai berikut:
· Masih banyaknya pedagang pasar yang berjualan di pinggir jalan, ini terhilat dari aspek kurang disiplinnya pedagang dan pengelola pasar yang kurang tegas dalam menerrapkan kebijakan terkait operasional pasar.
Hal ini dapat dibuktikan dari kutipan berita berikut.
Beberapa pedagang di Pasar Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di depan gerbang pasar hingga pertigaan Jalan Dewi Sartika. Mulai dari pertigaan Jalan Dewi Sartika hingga Pangeran Kejaksan, bahu jalan digunakan sebagai lapak para PKL yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai sayur mayur, daging, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Keberadaan para PKL tersebut dianggap menjadi penyebab penurunan jumlah pendapatan. Hal tersebut lantaran para pembeli lebih memilih membeli di luar area pasar, lantaran lebih tidak perlu masuk ke dalam pasar. Ia pun berharap, pemerintah setempat segera menertibkan para pedagang tersebut, sehingga para pembeli hanya membeli barang kebutuhan di dalam pasar. Seorang pengendara, mengatakan, setiap harinya, ruas Jalan Dewi Sartika selalu mengalami kemacetan akibat penyempitan ruang jalan karena pedagang ada yang menggelar lapakan hingga badan jalan. (sumber: Bandung.bisnis.com 03 februari 2020).
· Minimnya fasilitas penunjang seperti lahan parkir yang memadai karena masih memakai bahu jalan, bahkan tidak jarang jika penuh hampir memotong sebagian jalan dan membuat macet dan mengganggu pengguna jalan lain yang akan melewati jalan tersebut. Ini terlihat dari aspek sarana dan prasarana pasar sebagai penunjang.
Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik membuat maka penulis tertarik untuk mengambil judul Proposal Skripsi:
“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Di Kabupaten Cirebon Dengan Studi Kasus Di Pasar Sumber Kabupaten Cirebon”

1.2 [bookmark: _Toc112128158][bookmark: _Toc112643088]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Cirebon yang belum optimal.
1.3 [bookmark: _Toc112128159][bookmark: _Toc112643089]Identifikasi Masalah
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar di Pasar Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon?
1. Apa faktor kendala dan pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar di Pasar Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon?
1. Bagaimana upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar di Pasar Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon?

1.4 [bookmark: _Toc112128160][bookmark: _Toc112643090]Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar di Pasar Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.
1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar di di Pasar Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.
1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar di Pasar Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

1.5 [bookmark: _Toc112128161][bookmark: _Toc112643091]Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
a. Penelitian ini dapat memperkaya Khasana ilmu pengetahuan khususnya di bidang kajian kebijakan publik dan juga dapat memberikan manfaat ilmu metode penelitian.
b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.
c. Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik.
2. Secara Praktis
a. Untuk menambah pengalaman dan kemampuan peenliti dalam terjun langsung ke lapangan penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk mengembangkan kemampuan diri agar menjadi profesional.
b. Memberikan masukan pada pihak terkair Kabupaten Cirebon dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Implementasi Kebijakan salam Penataan Pedagang Pasar Di Kabupaten Cirebon (studi kasus di pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon).
c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menaati kebijakan yang telah  ditetapkan oleh pemerintah.

1.6 [bookmark: _Toc112128162][bookmark: _Toc112643092]Kerangka Pemikiran
Proses implementasi beranjak dari adanya suatu kebijakan atau program yang dirumuskan dengan mempunyai misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Implementasi disini berarti mengarah pada proses pelaksanaan. Karena, suatu kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak dan adanya perubahan yang tentunya diharapkan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam praktiknya implementasi merupakan suatu proses fenomena yang kompleks, tidak terlepas dari pro dan kontra karena adanya penolakan kebijakan yang dibuat dan diterapkan tersebut. Hal ini memang sudah menjadi hal yang lumrah, memang selalu ada resiko. Karena tidak ada kebijakan yang tidak beresiko.
Menurut Anderson (dalam Budi Winarno, 2021:22) implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum (karena kebijakan telah disyahkan dalam bentuk hukum) dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya.

Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 2012:148) menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Grindle (dalam Budi Winarno, 2012:149) mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang menudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

George C. Edwards III (dalam Erwan Agus dan Dyah Ratih, 2012:177) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas, maka implementasi kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dari sebuah proses kebijakan sebab tanpa adanya tahap implementasi, program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan reuni di meja para pembuat kebijakan saja. Maka dari itu untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penataan pedagang pasar tradisional yang termaktub dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2014 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan, apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pasar tradisional Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penataan pedagang pasar tradisional Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
Bahasan masalah dalam penelitian implementasi kebijakan dalam penataan pedagang pasar tradisional pada pasar Sumber ialah masih belum optimalnya penataan pedagang pasar tersebut. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya pedagang yang berjualan di pinggir jalan, pembeli yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Berdasarkan hal tersebut tak jarang membuat mengganggu pengguna jalan lainnya yang ingin melewati jalan tersebut.
Penerapan implementasi kebijakan juga perlu adanya model-model implementasi kebijakan. Salah satunya yang dikembangkan oleh G. Shabbir Cheema dan Denis A. Rondinelli (dalam Subarsono 2005:102) terdapat 4 (empat) variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni:
1) Kondisi Lingkungan
Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup sosio kultural serta keterlibatan penerima program.
2) Hubungan Antar organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan Kerjasama antar instansi demi keberhasilan suatu program.
3) Sumber Daya Organisasi untuk Implementasi Program
Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik dari sumber daya manusia, maupun sumber daya no-manusia.
4) Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana
Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
	Berdasarkan dengan pelaksanaan kebijakan tentang penataan pedagang pasar tradisional di Kabupaten Cirebon (studi kasus di pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon), maka diperlukan implementasi kebijakan berupa tindakan yang dilakukan oleh aparat yang berkaitan dengan penataan pedagang pasar tradisional di pasar Sumber Kecamatan Sumber khususnya.




Input:
Implementasi kebijakan tentang Penataan Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Cirebon. Termaktub dalam PERDA Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2014


Proses:
Dianalisis dengan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Subarsono 2016:102)
Terdapat 4 (empat) varaibel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni:
1) Kondisi Lingkungan
2) Hubungan Antar Organisasi
3) Sumber Daya Organisasi untuk Implementasi Program
4) Karakteristik dan Kemampuan Agen


Output:


Tidak Efektif
Tidak Optimalnya Penataan Pedagang Pasar Tradisional
Efektif
Optimalnya Penataan Pedagang Pasar Tradisional




Feedback:
HAMBATAN


Upaya atau strategi yang dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan penataan pasar tradisional.

Outcome:
Kepuasan dan kenyamanan pedagang dan pengunjung di pasar Sumber.
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Pola Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan
Penataan Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Cirebon.


1.7 [bookmark: _Toc112128163][bookmark: _Toc112643093][bookmark: _Toc112128164]Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian
1. [bookmark: _Toc112395788][bookmark: _Toc112643094]
1.6 [bookmark: _Toc112395789][bookmark: _Toc112643095]
1. [bookmark: _Toc112643096]
1.6 [bookmark: _Toc112643097]
1.7.1 [bookmark: _Toc112643098]Definisi Konsep Penelitian
1. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan publik ialah berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor pelaksana dari keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan0tindakan operasional dalam batas waktu tertentu mapupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil.
2. Penataan
	Penataan adalah suatu bentuk uoaya dalam meningkatkan keteraturan, ketertiba, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib dan teratur.
3. Pasar tradisional
	Pasar tradisional merupakan sebuah tempat umum yang berkembang di tengah masyarakat, yang mendiakan kebutuhan dasar akan pangan dengan adanya proses jual-beli secara langsung serta tawar-menawar dan cenderung menjual barang lokal sampai penjualnya pun hampir seluruhnya asli pribumi dengan bentuk bangunan yang terdiri dari kios atau gerai, los dan dasaran publik.

4. Penataan Pedagang Pasar Tradisonal
	Penataan pedagang pasar tradisional adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui keputusan kebijakan dalam penataan pedagang pasar tradisional untuk melakukan penataan lokasi dengan melakukan penetapan, pembatasan, pemindahan dan penertiban pedagang pasar dengan memperhatikan keepentingan umum, sosial, ekonomi, estetika, keamanan dan ketertiban sesuai perundang-undangan.
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1.7.2 [bookmark: _Toc112128172][bookmark: _Toc112643106]Operasionalisasi Konsep
		Berdasarkan hal tersebut, maka operasional konsep penelitian ini digambarkan dalam tabel operasional variabel penelitian berikut ini:
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Operasionalisasi Konsep Penelitian

	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	1
	2
	3

	Model Teori Implementasi Kebijakan dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Subarsono 2016:102)
	1) Kondisi Lingkungan.
	a. Struktur pembentuk kebijakan.
b. Infrastruktur fisik pasar yang cukup.

	
	2) Hubungan Antar Organisasi.
	a. Ketepatan, konsistensi, dan kualitas komunikasi antar instansi.

	
	3) Sumber Daya Organisasi 
	a. Sumber daya manusia
b. Ketepatan alokasi anggaran
c. Sarana dan prasarana dalam pelaksana kebijakan.

	
	4) Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana.
	a. Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan. 
b. Komitmen petugas terhadap penataan program.
c. Hubungan yang baik antar instansi dan kelompok sasaran.
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1.9 [bookmark: _Toc112395809][bookmark: _Toc112643117]
1.8.1 [bookmark: _Toc112643118]Metode Penelitian yang Digunakan
		Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitati. Menurut Sugiyono (2010:5) metode penelitian kualitatif ialah metode yang berusaha memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dtieliti, menginterprestasikan dan menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasar fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptis karena dalam proses pengumpulan data yang melalui observasi dan wawancara yang mendalam kepada informan dan kondisi di lapangan serta menganalisis data dan mendokumentasinya dalam bentuk narasi.
		Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif deskriptis karena penelitian yang dilakukan untuk menggali, menemukan, menjelaskan dan memaparkan tentang bagaimana implementasi kebijakan dalam penataan pedagang pasar tradisional di pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, hambatan apa saja yang ditemui, upaya apa yang sudah dilakukan sejauh ini dalam menghadapi permasalahan yang ada.
1.8.2 [bookmark: _Toc112128183][bookmark: _Toc112643119]Informan dan Teknik Informan
		Dalam penelitian kualitatif ini peneliti memilih informan. Yang dimana informan itu berarti orang-orang yang mampu memberikan informasi, data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau dengan kata lain informan ialah sebagai sumber data utama dalam penelitian kualitatif.
	Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam melakukan penelitian karena menetapkan dengan sengaja beberapa informan yang dianggap menguasai dan memahami tentang masalah yang akan diteliti dengan fakta yang ada dalam implementasi. Dengan menggunakan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rodinelli yang memahami kebijakan dan kondisi di lapangan yang mempengaruhi. 
	Jadi akan melakukan wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Informan kunci yang diikutsertakan untuk menggali informasi utama dalam implementasi kebijakan penataan pedagang pasar pada pasar Sumber Kecamatan Sumber, ialah:
1) Kepala Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
2) Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Pasar Tradisional Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
3) Kepala Unit Pelaksana Pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
2. Informan pendukung yang diikutsertakan untuk menggali informasi pelengkap dalam implementasi kebijakan penataan pedagang pasar tradisional pada pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
1) Pegawai Unit Pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
2) Pedagang di Pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
3) Pembeli di Pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
1.8.3 [bookmark: _Toc112128184][bookmark: _Toc112643120]Teknik Pengumpulan Data
		Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis. Karena, tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. (dalam Sugiyono 2017:225).
Pengumpulan data yang dilakukan meliputi:
1) Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari literature, buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis sedang diteliti. Yang diperlukan sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.
2) Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan dengan dua teknik, yaitu:
· Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
· Wawancara, yakni suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya-jawab langsung dengan informan kunci dan informan pendukung, yaitu:
1) Kepala bidang pengelolaan pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
2) Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Pasar Tradisional Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
3) Kepala Unit Pelaksana Pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
4) Pegawai Unit Pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
5) Pedagang di Pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut (Pasolong, 2013:70):
a. Data Primer
Data yang menggunakan metode wawancara kepada informan yang berkepentingan dalam menggunakan pengumpulan data.
b. Data Sekunder
Yang dilakukan dengan cara mencari buku, artikel dan jurnal terkait masalah yang sedang diteliti untuk keperluan penulis sebagai bahan referensi.







1.8.4 [bookmark: _Toc112128185][bookmark: _Toc112643121]Penguji Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data ialah cara umum yang digunakan dalam penjamin validitas data dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data.
1. Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya (dalam Sugiyono, 2015:208). Perpanjangan waktu pengamatan diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.
2. Meningkatkan Ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cerman dan kerkesinambungan, guna meningkatkan kredibilitas data maka dengan demikian peneliti dapat mendeskripsikan urutan data secara akurat dan sistematis.
3. Triangulasi
Triangulasi ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna untuk membandingkan dan mengecek kembali data yang telah ada sebelumnya.
· Triangulasi Sumber
Teknik menguji data yang dilakukan dengan megecek data yang sudah diperoleh kemudian mendeskripsikan dan digolongkan sesuai denga napa yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan cara memilah antara data antara data yang sama dan tidak sama yang kemudian dipilih untuk dianalisis lebih lanjut.
· Triangulasi Teknik
Teknik menguji yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalkan dalam melakukan observasi, wawancara atau dokumentasi terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar.
· Triangulasi Waktu
Teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, demi memperoleh kepastian data yang kredibel.
· Diskusi Teman Sejawat
Mendiskusikan hasil penelitian yang bersifat sementara kepada temen mahasiswa lain untuk membantu memberikan saran dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berkenan dengan data yang belum bisa terjawab, maka dari iitu peneliti kembali ke lapangan untuk memberi jawabannya dengan demikian data menjadi semakin lengkap.
· Analisis Kasus Negatif
Mengalisis lebih dalam pada kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
· Pengecekan Anggota (Member Check)
Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai denga napa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Dalam pelaksanaan member check ini dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data, atau setelah mendapat kesimpulan.
Dari paparan uji kredibilitas di atas, peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam memperoleh keabsahan data atau kredibilitas data. Karena menurut Sugiyono, (2015:209) triangulasi sumber ialah menguji data dilakukan dengn cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorikan sesuai apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Penulis akan memilah data yang sama dan berbeda untuk kemudian dianalisis lebih lanjut dengan cara membandingkannya. check, recheck, dan crosscheck triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara:
a. Membandingkan data hasil di lapangan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang orang katakana depan umum/publik dengan yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.
1.8.5 [bookmark: _Toc112128186][bookmark: _Toc112643122]Teknik Analisis Data
Penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan, mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dan masalah yang ada sehingga dapat diketahui variabel faktor yang memperngaruhi kinerja dan dampak suatu program implementasi kebijakan di pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.




1.9 [bookmark: _Toc112128187][bookmark: _Toc112643123][bookmark: _Toc112128188]Lokasi dan Jadwal Penelitian
1.9.1 [bookmark: _Toc112643124]Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Jl. Sunan Kalijaga No. 10 Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611. Dan juga pasar Sumber sebagai studi kasus yang peneliti ambil. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1) Terdapat masalah
2) Adanya data yang mendukung dalam penelitian
3) [bookmark: _Toc112128189]Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti








1.9.2 [bookmark: _Toc112643125]Jadwal Penelitian
Waktu penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 6 (enam) bulan, yang dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2022, dan jadwal penelitian yang dibentuk tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

	No
	JENIS KEGIATAN
	TAHUN 2022

	
	
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	Agustus

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
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